BUPATI MINAHASA UTARA

PROVINSISULAWESIUTARA

Menimbang

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR .36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun
RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021,
merupakan Dokumen perencanaan jangka menengah yang
harus dijabarkan kedalam rencana jangka pendek tahunan
dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2019;

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 dengan Peraturan
Bupati.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

Undang-Undang Nomor33 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4343);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578),

Peraturan Presiden Nomor .. Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP)Yahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan telah diubah kernbali dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomopr [3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Tahuri 2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan kabupaten Minahasa Utara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Minahasa Utara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBDKabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa
Utara Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 96 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Serta Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara,

17. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBDXKabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHDAERAHRKPD) KABUPATEN MINAHASAUTARA
TAHUNOI9



BABI
KETENTUANUMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;

3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;

4. Dewan Perwakilan Rakyatyang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Minahasa Utara;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Minahasa Utara Tahun  2016-2021, yang
selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2016-
2021;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis
Perangkat daerah yang disingkat RENSTRA-PDadalah
dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode
selama tahun 2016-2021;

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1
(satu) tahun;

8 Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan
Perangkat daerah;

9. RKPDTahun 2019 adalah rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019;

10. KUAadalah Kebijakan Umum Anggaran;

11.PPASadalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II
RENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDKabupaten Minahasa
Utara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada bulan Januari 2019

dan berakhir pada bulan Desember 2019, yang memuat



rancangan kerangka  ekonomi daerah, program  prioritas
pembangunan  daerah dan rencana kerja pemerintah serta
program strategis baik pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah  Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten = Minahasa
Utara.

Pasal 3

(I) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Minahasa  Utara Tahun 2019 menjadi landasan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  (PPAS) untuk
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019;

(2) Rencana Kerja Pemertintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2019 merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat

Daerah tahun 2019
Pasal 4
(I) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Minahasa Utara Tahun 2019 disusun dengan sistimatika

penyusunan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

BABII GAMBARANMUMKONDISIDAERAH

BABIII KERANGKAKONOMIDAERAHDAN
KEUANGANDAERAH

BABIV SASARANDAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV RENCANAKERJADANPENDANAANDAERAH

BABVI RENCANAPENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANMAERAH

BABVII PENUTUP

Pasal 5

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

Bupati ini.



BAB III

PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
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